Lampiran Keputusan Direksi tentang Standar Layanan Informasi Publik
Nomor : 0677/KEP/DIR/SEKPER/2025 Tanggal 23 Desember 2025

INFORMASI UMUM

Informasi Publik

1. Informasi Publik yang dibuka terdiri atas:

a.
b.
c.

Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
Informasi yang diumumkan secara serta merta; dan/atau
Informasi yang tersedia setiap saat.

2. Informasi Publik yang dikecualikan terdiri atas:

a.
b.

™o Ao

Informasi yang dapat membahayakan negara;

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari persaingan
usaha tidak sehat;

Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;

Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau

Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

3 Informa51 Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:

a.

b.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual
dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; dan/atau

Memorandum atau surat-surat antar Bank BPD Bali atau intra Bank BPD Bali, yang
menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
pengadilan.

4. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk dokumen
digital (softcopy) atau dokumen non digital (hardcopy).

5. Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen non digital (hardcopy) sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk Informasi Elektronik.
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6. Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memenuhi kaidah
Interoperabilitas Data.

Informasi yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

1. Setiap Satuan Kerja dan Unit Kerja mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a.
b.

S@ o Ao
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Informasi tentang profil Bank BPD Bali;

Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
dalam lingkup Bank BPD Bali;

Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Bank BPD Bali;

Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;

Ringkasan laporan akses Informasi Publik;

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau
berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Bank BPD Bali;

Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran
oleh Bank BPD Bali;

Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

Informasi tentang ketenagakerjaan; dan

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di
setiap Kantor Bank BPD Bali.

3. Informasi tentang profil Bank BPD Bali paling sedikit terdiri atas:

a.

d.

Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan,
maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Bank BPD Bali serta kantor unit-unit di
bawahnya;

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat
struktural; dan

Laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah
dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diumumkan.

4. Ringkasan Informasi tentang program paling sedikit terdiri dari:

a.
b.

P th 0o AP

Nama program dan kegiatan;

Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau
alamat yang dapat dihubungi;

Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

Agenda penting terkait pelaksanaan tugas;

Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat; dan

5, Rlngkasan Informasi tentang kinerja berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah
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maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
6. Ringkasan laporan keuangan paling sedikit terdiri atas:
a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku; dan
d. Daftar aset dan investasi.
7. Ringkasan laporan akses Informasi Publik paling sedikit terdiri atas:
a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik;
c. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak; dan
d. Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.
8. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat paling sedikit
terdiri atas:
a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan,
dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah
disahkan atau ditetapkan.
9. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik paling sedikit terdiri atas:
a. Tata cara memperoleh Informasi Publik; dan
b. Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik
berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
10. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh
Bank BPD Bali terdiri atas:
a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Bank
BPD Bali; dan
b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang
mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Bank BPD Bali yang bersangkutan.
11. Informasi pengadaan barang dan jasa paling sedikit terdiri atas:
a. Tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).
b. Tahap pemilihan, meliputi:
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
Spesifikasi Teknis;
Rancangan Kontrak;
Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
Daftar Kuantitas dan Harga;
Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
Gambar Rancangan Pekerjaan;
. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis
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Mengenai Dampak Lingkungan;

11. Dokumen Penawaran Administratif;

12. Surat Penawaran Penyedia;

13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;

15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;

16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;

17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;

18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;

19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

20. Surat Perjanjian Kemitraan;

21. Surat Perjanjian Swakelola;

22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;

23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

c. Tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang
tidak mengandung informasi yang dikecualikan;

2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi
mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha,
alamat penyedia, nomor pokok pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi
pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta
ringkasan perubahan kontrak.

3. Surat Perintah Mulai Kerja;

4, Surat Jaminan Pelaksanaan;

5. Surat Jaminan Uang Muka;

6. Surat Jaminan Pemeliharaan;

7. Surat Tagihan;

8. Surat Pesanan E-purchasing;
9. Surat Perintah Membayar;
10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
12. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di
setiap kantor Bank BPD Bali paling sedikit terdiri dari:
a. Pengamatan gejala bencana;
b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
d. Peringatan bencana;
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Pengambilan tindakan oleh masyarakat;
Lokasi evakuasi; dan
Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

13. Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala paling sedikit terdiri
atas:

a.

F@ oo

Ll o
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Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka
waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

. Nama pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;

Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung
jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;

Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga
pemeringkat lainnya;

Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;

Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;

Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;

Perubahan tahun fiskal perusahaan;

Kegiatan penugasan  pemerintah  dan/atau kewajiban pelayanan umum atau
subsidi;

Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau

Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

14. Pengumuman secara berkala dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta

1. Bank BPD Bali mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dalam kaitannya dengan Bisnis Perbankan.

2. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

b
B
d

Informasi bencana alam;

. Informasi keadaan bencana non alam;

Informasi bencana sosial;

. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang

berpotensi menular;

Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
dan/atau

Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
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Informasi yang Tersedia Setiap Saat

1.

U

=

i

I.

Bank BPD Bali menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
a.

Daftar Informasi Publik;

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Bank BPD Bali;
Informasi  tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

Surat menyurat pimpinan atau pejabat Bank BPD Bali dalam rangka pelaksanaan
tugas, fungsi, dan wewenangnya;

Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen
pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;

Data perbendaharaan atau inventaris;

Rencana strategis dan rencana kerja Bank BPD Bali;

Agenda kerja pimpinan satuan kerja;

Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan
internal serta laporan penindakannya;

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat
serta laporan penindakannya;

Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

Undang-Undang yang telah disahkan beserta Naskah Akademiknya;

Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang
terbuka untuk umum;

Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;

Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan

Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri

atas:

g.
Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Bank BPD Bali sebagaimana

o Qo o

Nomor;

Ringkasan isi Informasi;

Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi;
Penanggungjawab  pembuatan atau penerbitan Informasi;
Waktu dan tempat pembuatan Informasi;

Bentuk Informasi yang tersedia; dan

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

a.
bs

C.

Dokumen pendukung;

Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang
dibentuk;

Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang
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dibentuk;

d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;

e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; dan

f. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit terdiri atas:

a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;

b. Profil lengkap pimpinan;

c. Anggaran Bank BPD Bali secara umum maupun anggaran secara khusus unit
pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan

d. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Bank BPD Bali.

Ketentuan mengenai format Daftar Informasi Publik tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

Informasi yang Dikecualikan

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.  Seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau

b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.

Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID
melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam
Keputusan Direksi ini.

Standar Layanan

1.

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui,
dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik.

Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank BPD Bali menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang
terdiri atas:

Standar Pengumuman;

Standar Permintaan Informasi Publik;

Standar Pengajuan Keberatan;

Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

Standar Pendokumentasian Informasi Publik;

Standar Maklumat Pelayanan; dan

g Standar Pengujian Konsekuensi;

Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dan
disebarluaskan.

e Ao o
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Pengumuman

1. Badan Publik mengumumkan Informasi.
2. Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.  Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
b. Mudah dipahami; dan
¢. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui:
a. Papan pengumuman;
b. Laman resmi (Website) PPID dan/atau Bank BPD Bali;
¢. Media sosial PPID dan/atau Bank BPD Bali;
d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
e. Aplikasi berbasis teknologi informasi;
4. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
5. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik paling sedikit dilengkapi dengan
audio, visual, dan/atau braille.
6. Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a  Mengumumkan peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak yang sedang
terjadi;
b. Mengumumkan Informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak
yang berpotensi terkena dampak; dan
¢. Menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan Informasi keadaan darurat.

Standar Permintaan Informasi

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Bank
BPD Bali dan/atau melalui PPID.

2. Pemohon Informasi Publik melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan
Informasi Publik kepada Bank BPD Bali melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

3. Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit melampirkan fotokopi kartu
tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil setempat.

4. Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta
pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

5. Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda
penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.

6. Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan
kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

7. Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

16.

17.

18.

dimaksud pada ayat (6), Permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus
dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Bank BPD Bali menyediakan sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan

memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara

tertulis melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan

cara:

a. Tertulis dengan datang langsung kepada Bank BPD Bali; atau

b. Tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung

kepada Bank BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf a, Pemohon

Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus maka dapat dibantu

oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian formulir Permintaan Informasi Publik.

PPID memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir

Permintaan Informasi Publik.

PPID menyimpan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan

nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik.

Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling

sedikit mencantumkan:

a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi
Publik diregistrasi;
Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;

¢. Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan
pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. Alamat;

e. Nomor telepon/e-mail;

f.  Surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak
lain;

g. Rincian Informasi yang diminta;

h. Tujuan penggunaan Informasi;

i.  Cara memperoleh Informasi; dan

j.  Cara mengirimkan Informasi.

Ketentuan mengenai format formulir Permintaan Informasi Publik tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan melalui surat elektronik (email)

sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b, Pemohon Informasi Publik harus

mencantumkan paling sedikit:
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20.

21.

22,

29.

24.

25,

a. Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;

b. Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan
pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. Alamat;

d. Nomor telepon;

e. Surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak
lain;

f.  Rincian Informasi yang diminta;

g. Tujuan penggunaan Informasi;

h. Cara memperoleh Informasi; dan

i.  Cara mengirimkan Informasi;

PPID memberikan nomor pendaftaran kepada Pemohon Informasi Publik setelah

diterimanya permintaan dengan mengirimkannya melalui surat elektronik (email).

Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Bank BPD

Bali, PPID mencatat Permintaan Informasi Publik dalam buku register Permintaan

Informasi Publik.

PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3

(tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan

Informasi Publik.

PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling

lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (22) berisi:

a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;

b. Keterangan Bank BPD Bali yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal
Informasi tidak berada di bawah penguasaannya;

c. Menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan;

d. Bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang
diminta;

f.  Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta;

g. Penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada;

h. Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan

i.  Penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum
didokumentasikan.

Ketentuan mengenai format pemberitahuan tertulis tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Buku register Permintaan Informasi Publik paling sedikit memuat:

a. Nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;

b. Tanggal Permintaan Informasi Publik;

c. Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;

d. Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan
pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
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